
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

SALINAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR PER- 38/PJ/2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 

PER-20/PJ/ 2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR 

POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA 

KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN 

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA 

DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

Menimbang 	a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan 

pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pelaporan usaha dan 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan Wajib 

Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-20/PJ/ 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan 

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib 

Pajak; 
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b. bahwa untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, 

dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam 

melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak perlu 

dilakukan perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan 

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib 

Pajak; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan 

Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, 

Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, 

serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-20/ PJ/2013 tentang Tata Cara 

Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, 

Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data 

dan Pemindahan Wajib Pajak; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4999); 
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4893); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5069); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5268); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang 

Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, 

Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/ PMK.03/ 2012 

tentang Tata Cara Verifikasi; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan; 
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8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/ 2013 

tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok 

Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan 

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta 

Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR PER-20/PJ/ 2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN 

DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN 

USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, 

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN 

PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, 

SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-20/PJ/ 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok 

Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, diubah sehingga 

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran 

Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan 

Pasal 5 ayat (3) meliputi: 
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a. untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a 

dan Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (6) berupa: 

1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau 

2) fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu 

Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing. 

b. untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berupa: 

1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, 

atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau 

Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi 

dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang 

berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 

Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan 

Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau 

2) fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di 

atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa 

yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas. 

c. untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf c yang berorientasi pada profit (profit oriented) berupa: 

1) fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi 

Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan 

dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; 

2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau 

fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat 

Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa 

dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan 
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3) fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha 

dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau 

Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti 

pembayaran listrik. 

d. untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf c yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented) berupa: 

1) fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi; dan 

2) surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun 

Warga (RW). 

e. untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf d berupa: 

1) fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja 

sama operasi (Joint Operation); 

2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota 

bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 

3) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu 

pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint 

Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal 

dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau 

Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; 

dan 

4) fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha 

dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau 

Kepala Desa. 
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f. untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e berupa: 

1) fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara; dan 

2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk. 

g. untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Pengusaha Tertentu berupa: 

1) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk; 

2) surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan 

3) fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi 

yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 

Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan; atau 

4) fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi 

yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 

Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan 

Listrik/ bukti pembayaran listrik atau surat pernyataan di atas meterai 

dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang 

bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak 

secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian 

pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, 

permohonan juga harus dilampiri dengan: 

a. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami; 

b. fotokopi Kartu Keluarga; dan 
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c. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat 

pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 

perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. 

Pasal II 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 8 November 2013 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

ttd. 

A. FUAD RAHMANY 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

u. b. 
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